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SALINAN 
 
 

 
 
 

 
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR  9  TAHUN 2021 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 32 

TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, 
PEMBEBASAN DAN PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 
TERUTANG SERTA PEMBATALAN PENETAPAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 

DAERAH 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

Menimbang  : bahwa dalam rangka pemberian keringanan, pengurangan, 
pembebasan dan penghapusan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
terutang serta Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah untuk kejadian darurat yang bersifat luas dan/atau 
melibatkan masyarakat banyak, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati Hulu Sungai Selatan tentang Tata Cara Keringanan, 
Pengurangan, Pembebasan, dan Penghapusan Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah Terutang serta Pembatalan Ketetapan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
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6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,  terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan  Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2016  tentang 
Kebijakan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 
Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 

Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan Nomor 1) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 
2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan Nomor 4); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 
Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir 
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 

2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 
Sungai Selatan Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang 

Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 
Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
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Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan Nomor 3); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 

Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Nomor 4); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 9 
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 9, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Nomor 9) sebagaiamana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Nomor 5); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 

Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa Umum 
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 
2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu 

Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Golongan Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah 
Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 12, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Daerah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Golongan Jasa 

Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan Nomor 2); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2011 Nomor 

13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencabutan pasal 47 
Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 

Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Jasa Tertentu 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai 
Selatan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan 

Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 
Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan Nomor 1); 
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20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan Nomor 3); 

21. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 32 Tahun 2014 

tentang Tata Cara Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, dan 
Penghapusan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terutang 
serta Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 
2014 Nomor 32);  

  
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TATA CARA 

KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN 
PENGHAPUSAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH 
TERUTANG SERTA PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH 

DAN RETRIBUSI DAERAH. 

 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2014 tentang Tata 

Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penghapusan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah Terutang serta Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014 
Nomor 32) diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 2 ayat (1) dan ayat 
(3) berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

(1) Keringanan Pajak/Retribusi dapat diberikan kepada Wajib Pajak/Wajib 
Retribusi yang berupa keringanan terhadap dasar pengenaan 
Pajak/Retribusi di bawah ketentuan yang telah ditetapkan atau dalam 
bentuk pemberian penundaan waktu pembayaran pajak/retribusi 
berdasarkan pertimbangan dan alasan tertentu yang dapat 
dipertanggungjawabkan.  

(2) Pengurangan Pajak/Retribusi dapat diberikan kepada Wajib Pajak/Wajib 
Retribusi berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib 
Pajak/Wajib Retribusi atau kondisi tertentu Objek Pajak/Objek Retribusi. 

(3) Keringanan, Pengurangan atau Pembebasan Pajak/Retribusi dapat 
diberikan kepada Wajib Pajak/Wajib Retribusi atas Pajak/Retribusi yang 
terutang, yang diberikan karena terjadinya bencana alam atau sebab-sebab 
lain yang luar biasa. 

(4) Pertimbangan dan alasan tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pertimbangan untuk 
meringankan beban Wajib Pajak/Wajib Retribusi kalangan tertentu seperti 
anak sekolah, pengusaha kecil, jenis-jenis usaha yang bergerak di bidang 
pelayanan publik atau kalangan lainnya yang melakukan kegiatan 
mendukung program Pemerintah Daerah. 

(5) Pertimbangan Kemampuan membayar Wajib Pajak/Wajib Retribusi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: 

a. untuk orang pribadi adalah rendahnya kemampuan membayar sehingga 
Wajib Pajak/Wajib Retribusi  kesulitan untuk memenuhi  kewajibannya 
membayar Pajak/Retribusi yang terutang; dan 
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b. untuk Badan adalah kerugian atau kesulitan likuiditas yang dialami 
sehingga Wajib Pajak/Wajib Retribusi kesulitan untuk memenuhi 
kewajibannya membayar Pajak/Retribusi yang terutang. 

(6) Kondisi tertentu Objek Pajak/Objek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat 
(2), adalah keadaan objek Pajak/Objek Retribusi sehingga layak untuk 
diberikan pengurangan misalnya Objek Pajak/Objek Retribusi mengalami 
kerusakan/musnah. 

(7) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah bencana alam yang 
terjadi di Daerah dan secara resmi ditetapkan sebagai bencana alam oleh 
Pejabat yang berwenang, sedangkan sebab-sebab lain yang luar biasa 
adalah kejadian luar biasa yang terjadi di daerah seperti wabah penyakit, 
kebakaran dan kekeringan. 

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga Pasal 4 ayat (2) berbunyi sebagai 

berikut: 
 

Pasal 4 
 
(1)    Keringanan, pengurangan atau pembebasan Pajak Daerah/Retribusi 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan terhadap 
Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan keringanan, 
pengurangan atau pembebasan Pajak/Retribusi kepada Bupati.  

(2)    Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dikecualikan terhadap kejadian yang bersifat luas dan/atau melibatkan 
masyarakat banyak, atau terhadap pemberian keringanan, pengurangan 
atau pembebasan Pajak/Retribusi yang diinisiasi oleh Pemerintah Daerah. 

 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

 
 

Ditetapkan di Kandangan 

pada tanggal 24 Maret 2021 

 BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

 
ttd. 

 

ACHMAD FIKRY 
 

Diundangkan di Kandangan 
pada tanggal  24 Maret 2021 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 
 

ttd. 

 
MUHAMMAD NOOR 

 
 
 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 10 
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